GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib
menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program -dan
kegiatan pembangunan;

b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan
tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan - Barat Tahun
2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Naslonal (RPJPN) Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomro 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

14, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2023.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang
menjadi kewenangan,
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Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan)
Bab, meliputi:

Bab | Pendahuluan,;

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab Il Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;

Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

. Bab VIII Penutup.

(2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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BAB 1II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada
tanggal 2°® Juni 2022

+ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, q
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Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2» Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
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